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Lombok Akan Dibuka Lagi Untuk Tambang 

25 Mei 2009 | 19:12 WIB 

Abraham Lagaligo 
abraham@majalahtambang.com 
 

 
Salah satu lokasi tambang rakyat di  
Pondok Ganjar Kabupaten Lombok  
Barat. (Dok.Dinas Pertambangan NTB) 

Lombok – TAMBANG. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) 
akan segera membuka kembali Pulau Lombok untuk aktivitas pertambangan. Saat 
ini pemerintah daerah (pemda) setempat sedang menunggu hasil revisi Peraturan 
Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW), yang menjadi dasar hukum pelarangan tambang di wilayah andalan 
pariwisata itu. 

“Perda itu saat ini masih dibahas DPRD untuk penyesuaian terhadap PP 16 tahun 
2008,” ujar Kepala Dinas Pertambangan NTB, Heriyadi Rachmat, kepada Majalah 
TAMBANG. 

 
Menurutnya, Pemprov NTB menghadapi kondisi yang sangat dilematis terkait potensi pertambangan di pulau Lombok. 
Diketahui kawasan itu menyimpan kandungan mineral terutama emas yang ekonomis. Namun karena pertimbangan 
kelestarian lingkungan, melalui Perda 11/2006 semua aktivitas pertambangan bahan galian golongan B ‘diharamkan’ 
di pulau Lombok.  
 
“Perda tersebut memang kontroversial. Setelah tambang profesional atau modern dilarang, justru tambang rakyat 
yang merajalela,” ungkap Heriyadi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tambang rakyat itu pun lebih besar. 
Diantaranya bencana longsor yang telah menimbulkan banyak korban jiwa.  
 
Dia menambahkan, dasar hukum untuk merevisi Perda 11/2006 itu sebenarnya cukup kuat. Pertama ialah Undang-
Undang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Dalam UU itu disebutkan, semua Perda yang terbit sebelum 
UU itu lahir, harus disesuikan dalam waktu dua tahun.  
 
Kedua, ialah Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2008, yang menyebutkan pulau Lombok sebagai salah satu 
kawasan andalan pertambangan. Ditambah lagi UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(UU Minerba), bahwa semua wilayah yang memiliki cadangan sumber daya pertambangan akan ditetapkan sebagai 
wilayah pertambangan (WP).  
 
“Itu artinya Perda-nya harus disesuaikan. Sekarang Perda itu sudah ada di DPRD, dan dibahas untuk penyesuaian 
yang mengacu ke PP 26/2008 dan UU 4/2009,” jelas Heriyadi. Pelarangan masuknya tambang modern yang 
mendorong kehadiran tambang rakyat, ternyata lebih merugikan lingkungan. Pemda pun tidak mendapatkan 
penerimaan apa-apa dari penambangan tradisional itu.  
 
Meski luasnya hanya 4.700 kilometer persegi, namun pulau Lombok kaya akan sumber daya mineral. Diantaranya 
mangan, pasir besi, emas, perak, tembaga, dan timah hitam. Emas yang berada di Sekotong, Lombok Barat, 
diketahui berkadar cukup tinggi.  
 
Perda 11/2006 melarang pertambangan di Lombok karena dinilai daya dukung lingkungan pulau itu sangat lemah. 



Data Balai Hidrologi Provinsi NTB menyebutkan, Lombok mengalami defisit air hingga 1,2 miliar meter kubik per 
tahun. Pertambangan juga dikhawatirkan merusak obyek pariwisata yang saat ini menjadi andalan Pemprov NTB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


